TUGAS DAN FUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

/* Menimbang :oa

GS! SEKRETARIAT DAERAH HAB

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG
UPATEN LEBONG

MAHA ESA
BUPAT! LEBONG,

_pahwa telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan dan
Organisasi  dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong maka perlu diatur Uraian Tugas
dan Fungsi Sekretanal Daerah Kabupaten Lebong;

tersebut i atas,

b. bahwa schubungan dengan hal
Peraturan Bupati

Mengingat

Jalan

dipandang perlu menetapkan
Tugas dan Fungsi

Lebong Tentang Uraian
Sekretariat Dacrah Kabupaten Lebong.

.Undang-Undang Nemor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 19,

Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Momaor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahinng di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 154
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnn:siaj

Nomor 4349);

Undang — Undang Noemor 12 Tahu
Pembentukan Peraturan Pcn_lndnnré 2-0 ll.llnf;le::an E
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun iﬂg?l
INﬁrnﬂl‘ A2, Tambahan Lembaran Negara Republik
dllinncsrs Nomor 5234|, sebagaimana telah diubah
tr:mﬁan r"em:l.nng - Undang Nomer 15 Tahun 2019
i Tnﬁ rubahan Atas Undang - Undang Nomo
p:m:d un 2011 tentang Pembentukan Peratur !
i ang — Undangan (Lembaran Negara Re ub?ﬂ
{aone sin. Tahun 2019 Nomor 183 Tnmﬁnh I
ran Negara Republik Indonesia h;umur 639;111

Faya W
uars Aman - Args Makmur No. 1 Tubel

Mo. Tip [0738) 21001 W,
ebulde : www. jebon
v.lebongkab, go.ld

Kabu
paten Lebong Provinsl Bengiuly



4.

10.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5494);

. Undang-Undang MNoemaos 23 Tahun 2014 tenlang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik (ndonesia Nomor 5537:"]
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undﬂng—yndang
Nomor 23 Tahun 2014 tlenlang Pemenntahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11:1-,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/jasa Pemerintah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Perabentubkan Produlk Huloam Deacsah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

N;g?:a Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2018  tentang  Pembinaan dan P i
engendalian

Penata{m Perangkat Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

genTmm Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
) 8 u;ntjmg P;mhcntukan Unit Kerja Pengadaan
arangf Jasa Di Lingkungan Pemenint:
ng/ ah
IR*I'D?II:‘IEII dan Kabupaten/Kota (Berita ?ﬂaemh
cpublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); e



Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan
Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah [Berita
1‘:;%!]1:'& Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat
Dacrnh Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970); dan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10
Tahun 2016 tentang pPembentukan dan Susunan
Perangkal Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2016 Nomor 10);

14, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun ‘II:'.'II.Q tentang
Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Knbupaten Lebong

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTARG TUGAS
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

LEBONG.

BAB1
'I.-LETEHTUAH TMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupali ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

el

10.
I1.

12.
13.

14.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong sebagal unsur

penyelenprard Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

Bupath adalah Bupati Lebong;

wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong;

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Perangkal Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyclenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemenntahan  Yyang menjadi

wewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara

dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; '

Qekretariat Daerah adalah Sekretariat Dacrah Kabupaten Lebong;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong; '

Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lebong. '

Asisten  Sekretaris Daerah Kn ten adalah 1 .

Kabupaten Lebong. e Asisten Selaetaris Dacrah

Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Leb

Subbag) i : : ong-

chnb:fﬂn adalah Subbagian pada Bagian Sekretanat Daerah Kabupaten

Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipi et

e . pil vang diberi tugas
wenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang u‘l:.lgmﬁ

menyelenggarakan kegiatan yang scsuai
aid ;
mendukung kelancaran mﬁg DE'\ e i dengan profesinya dalam rangka



. —

BAB I
TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Keaatu

Pasal 2
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dacrah terdiri dari :

a. Sckretaris Dacrah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat, membawahi :
1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bapgian Hukum;

c. Asisten Perckonomian dan Pembangunan, membawahi
1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Administrasi Pembangunan;
3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
1. Bagian Umum;
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Sckretariat Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah merupakan bapgian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Kabupaten Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2019 Nomor 52).

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris Daerah

Pasal 3

_ (1) Sekretaris Dacrah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten,
?cr:ﬂy},..lau; dkebu;kan pemerintahan daerah dan mengoordinasikan dinas

aerah, an daerah, dan lembaga lain sebagai bagi dari
daerah. g e PEXEEal

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad

; a
Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : J et

ah. p-l.‘.':"ljl'l:.ls'l.lﬂﬂn pirumusan kebijakan pemerintahan daerah;

. pelaksanaan koordinasi tugas dinas daerah badan'd

lembaga lain scbagai bagian dan perangkat daerah; el

c. pemantauan, pembinaan dan evaluasi .
pemerintahan daerah; uasi terhadap kebijakan

d. pembinaan organisasi, tatalaksan
p-cmcl:inmhan o a, keuangan, prasarana dan sarana
;-. pembinaan pegawai negeri sipil daerah:

penyelenggaraan administrasi 3
pemenniahan;
g. pelaksanaan tugas lain iberikan ole :
tugas dan fungsinya. yang dibe oleh Bupati sesuai dengan



Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahternan Rakynt
. . Pasal 4
(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

bidang pemerintahan dan hukum, pengoordinasian penyusunan kebijakan

daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

{2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahtcraan Rakyat melaksanakan koordinasi
dengan Dinas Daerah dan Badan Dacrah serta Lembaga lainnya yang
terdiri dari :

Sckretariat DPRD;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Dinas Keschatan;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Kependudukan dan F'cnﬁgtalgn 51511; aiainl

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Lesa an Sosial; )

Dinas chbedgymn Pcr!::mpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana,

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 'L:c:‘nnng.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyal fungsi:

a. penyusunan kebijakan daerah di bidang pcmennmfm.dan hukur_n:

b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dearah di bidang kesejahteraan
ralkyat; _ _

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang
pemerintahan hukum dan kesejahteraan rakyat;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan dan hukum;,

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian lujuan kebijakan dampak yang tidak dinginkan, dan laklor
yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesejahteraan
rakayat;

{ penyiapan pelaksanaan pembinaan admninistrasi dan pemerintahan dan
pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan,
hukum dan kesejahteraan rakayat; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch sekretaris daerah di bidang
pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
tugasnya,

(4) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, membawabhi:
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
c. Bagian Hukum.

Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud ya sin
" . - . da i )
masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yan%abergia tdil4ll;£ d:-E'n.

bertanggungjawab kepada Asisten Pemerin -
Kabupaten Lebong. tahan dan Kesejahteraan Rakyat

sp o0 TP

w

(5)



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Paragraf 3
Bagian Pemerintahan
. Pasal 5
Bagian Pcmcngtahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijalkan daerah,
pengkoordinasian  pelaksanaan  tugas perangkat daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang administrasi pemerintahan, odministrasi kewilayahan dan kerjasama dan

otonomi daerah,
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Pemerintahan mempunyai fungsi scbagai berikut :

daerah di bidang

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan
administrasi pemerintahan, administrasi
sama dan otonomi dacrah;

b. penyiapan bahan pengkoo
bidang administrasi peme
kerja sama dan otonomi daerah;

¢. penylapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Fc_rs:ngkal:
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, admimistrast
kewilayahan dan kerja sama dan otanomi darah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pe
daerah di  bidang administrasi pemerintahan,
kewilayahan dan kerja sama dan otonomi dacrah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otonomi daerah; dan

f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyatl yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Pemerintahan, membawabhi :

a. Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b. Subbagian Administrasi Kewilayahan;

¢. Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.

Masing-masing Subbagian scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Pasal 6
dSubbaguan_Admirﬁstrani Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan
an materi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis, perumusan
kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring  serta evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan bidang administrasi pemerintahan,
Té.ln;n;; rmela]:;sanakan tugas sebagaimeane dimehewd peda ayal (L)
u - 1 . . : '
bcriku??n Administrasi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai
a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebij : ;
: administrasi pemerintahan; et B R
. Menyiapkan bahan rumu i :
administrasi pemerintah]::n; o ‘ebliakan desrh i bidang
c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pel
aksan i bi
kependudukan dan pencatatan sipil, Iccsap:uan b e :11;;!1&3 Eh. bidang
negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perli ditne potiik Salaia
d. memf{asilitasi Forum Komunikasi Pimpi pErincungan maspacakat;
¢. menyiapkan bahan pemantavan dd;;',:"‘“'I:!’din‘*"ﬁl'ﬁh; dan
r . ey ) ..
daerah bidang administrasi pemerintahan vasi pelaksanaan kebijakan

kewilayahan dan kerja

rdinasian perumusan kebijakan dacrah di
kewilayahan dan

rintahan, administrasi

laksanaan kebijakan
administrasi




¥

(1) Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas menyia

{2)

(1)

{2)

Pasal 7
pkan bahan

dﬂnﬂmalcn penyusunan rencana prograrn dan petunjuk teknis, perumusan
kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan, monitoring  serta  cvaluasi
penyelengparaan pemerintahan di bidang Administrasi Kewilayahan.

Untuk melakeanakan tugas schagaimana dimmakend  pada ayat (1,
Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyai uraian tugas scbagai

berikut :
a. Melaksanakan fasilitasi dan koordinas pembentukan, penghapusan,
penggabungan  dan pemecknran wilnyah kecamatan dan/atau

kelurahamn;

b. melaksana
kelurahan, serta nama
kecamatan;

¢. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemctann wilaynh;

d. menyiapkan bahan penclapin kode dan data kewilaynhan;

c. menyusun bahan kebijakan pelimpahan gebagian kewenangah Kepala
Daerah kepada Camal;

[. menyusun bahan kebija

g. melaksanakan pemantauan
daerah bidang administrasi k

daerah, kecamatan,

kan koordinasi penegasan batas !
lain dan/atau pemindahan ibukota

kan pengelolaan dana kelurahan; dan
dan cvafuasi pelaksanaan kebijakan

ewilayahan.

Pasal 8
ma dan Otonomi Dacrah mempunyai [UEAS menyinpkan
bahan dan materi penyusunan rencana program  dan petunjuk teknis,
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, monitoring  serta evaluasi
penyelenpEarin pemernntahan di bidang Kerjasama dan otonormi daerah.
Untuk melaksanakan agas sebagaimana dimaksud pada  ayatl (1),
Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah. mempunyai uraian [UgAas

sebagai berikut :
a. menyusun bahan Laparan Penyelenggaraan Pemen

Subbagian Kerjasa

ntahan Dacrah

(LPPD);

b. menghimpun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (ILPPD);
melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal

C.
at Daerah;

{SPM) Organisasi Perangk

d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,

Ecng&ngkamn dan pemberhentian Kepala Daerah dan Waki! Kepala
acrah;

memfasilitasi pengusulan Izin dan Cut Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah;
han Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

. menyusun ba
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan

Pemilihan Umum;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi

_ pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatil;
i melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah hidang otonomi daerah;
menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang

k kerja sama dalam negen,
. melaksanakan pengolahan data ker]
: rja sama daerah i;
. melaksanakan pengendalian dan perumusan datadt?[&!? T
daerah dalam negeri; asil kerja sama
m. melaksanakan [fasilitasi forum da iasi
. n asosiasi Pemen F
n. mclalfsanaﬂn pe_mblnaan dan pengawasan kﬂj;“':nﬂtal;l[)agmh_
negeri - yang dilakukan oleh Perangkat Daerah » 13~E‘_rah dalam
o F'Erlrll:irnntah kabupaten/kota; dan di lingkungan
- melaksanaan penyusunan laporan hasil
sama daerah dalam negeri. pelaksanaan kerja



(1)

(3)

(4)

(sl

(1)

(2

r4
Bagian Kesejahternan Rakyat
Pasal 9

Bagian Kesejahternan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan
penylapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan  kebijakan dacrah di bidang keagamaan,
kesejahternan sosial dan kescjahteraan rnasyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Kescjahteraan Rakyat mempunyni fungsi sebagai berikut :

n bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah
dan kesegjahteraan

a. penyiapa
di bidang kecagamaan, kescjahteraan sosial
masyarakal;
b. penyiapan  bahan pcngkmrdinasian pelaksanaan tugas Perangkat
ahteraan sosial dan kesejahteraan

Daerah di bidang keagamaan, kesej
masyarakat; .
penyiapan bahan pemantaunn dan evaluavi pelaksanaan vebijalan
dacrah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yong tidak
diinginkan, dan foktor yang mcmprnguruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kescjahtcraan sosial dan kescjahteraan

masyarakat; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang dibenkan oleh Asist
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. )
Bagian Kescjahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagan yang
berada di bawnh dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan
Kescjahteraan Rakyat.
Baginn Kesejnhteraan Rakyat, membawahi :
a. Subbagian Bina Mental Spiritual;
b. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
AMfasing-masing Subbagian scbagaimana
oleh scorang Kcpala Subbagian yang berada di
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyal.

Pasal 10

Menta] Spiritual mempunyai  tugas melaksanakan
kajian program dan kegiatan keagamaan dan sarana

en Pemerintahan dan

dimaksud pada ayat (4] dipimpin
bawah dan bertanggung

Subbagian Bina

penyusunan, peng
peribadatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Bina Mental Spisitual mempuny el wriam Yages wheged betloak .
a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan

agama dan pendidikan keagamaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan

dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan

pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

pengembangan sarana peribadatan, sarana didi agama
pendidikan keagamaan; pendidiian e
d. menyiapkan bahan penyusunan petunj i bi
. ‘tunjuk pelaksanaan di bidan
sarana peribadatan, sara idi dikan
i na pendidikan agpama dan pendidikan
e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian b i bi
i antuan d
;arana peribadatan,sarana  pendidikan agama dan !dl:f-l:]ang
ey pendidikan
[ .
;ﬁ:};ﬂ;‘;? kcbij:ﬂkaj}nmb Taingk?nrdinasikan dan melakukan
i ae bidang lembaga dan kerukunan
g- menyiapkan dan mengkoordinasi
Jemitos Kea o B inasikan bahan pedoman pembinaan
gamaan dan kerukunan umat beragama; &



(1)

(2)

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengem bangin kerja sama

~ ontar lembaga keapgamaan dan kerukunnn umat herngama;

i. menviapkan bahan pengolahan daota, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan  penyusunan  laporan program pembinaan
umit beragnma dankerjn  sama - nntar lembaga keagamann;

j. melakukan koordinnest  hntan  sehkior dan 1‘H‘TU"F‘F\H“‘I1I"“T““1"'“T"'“
koordinasi bidang kerukunan umat beragnma dan serta kerja sami
antar lembagn keagamaang

pelaksonoan kegintan

k. memfasifitasi dan mengoordinnsikan :
kerukunan umat beragama dan aliron sertd kerjn sama antar

lembaga keagamaan;
1. memfasilitasi dan menghkoordinasikan kegintan musyawarah antar
umat beragama dan aliran kepercayann;
kegiatan forum

munp:!-:r_rnrdinusikun

m. menyiapkan bahan daon . hid tar
rukunan hidup an

kerukunan umat beragama dan konsultasi ke

umat berngama dan alirman koperonynan,
melakukan  koordinawh kerjn  wan sowial  wemaryarskatan dan

konsultas: pennnggulangan secarn  dini masalah dan knsus
kerukunan hidup antar umalt berngama  dan alirun kepercaynan,

o. melakukan evalunsi pelnksanann kegintan kerukunan umat
beragami duan aliran kepercaynarn; tlan

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan d

kebijakan Dacrah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan.

an cvaluasi

Pasal 11
Spsial mempunyai  [URas melaksanakan

Subbagian  Kesejahteraan
dan kepintan  bidang

penyusunan dan mengkoordinasikan program

Kesejnhlernan Sasial,

Untuk melaksanakan [Ugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
punyai uraian tugas schagai

Subbagian Bidang Kesejahteranan Sosial mem

berifcut :

a. Menyiapkan bahan pengkoordinasian  perumusan kebijakan
pemerintah dnerah  di  bidang sosial, transmigrasi, keschatan,

pemberdaynan - perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencani,
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, keschatan,
pemberdayaan  perempuan, perlindungan  anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;
C. mrn?rinpkan bahan monitoring, evaluasi dan peliporan pelaksanaan
kebijakan  pemerintah dnerah  di  bidang  sosialtransmigrasi,
keschatan, pemberdayaan  percmpuan, perlindungan  anak
pengendalian pendudukdan keluarga berencana, I
d. mcnyu_;plmn bn_han pclayanan administrasi penyelenggaraan urusan
pcmcnnmhanbldn:g sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak,pengendalian pendud
i penduduk dan keluarga
e. menyiapkan bahan  penyuluhan  dan ialisasi
; transmigrasi kepada masyarakat; scsialisasi  program
. menyiapkan bahan kerjasam
transmigrasi; 1 S eRpaS) GaSiD  pempeiin
g. menyiapkan bahan pengarahan d i -
. perpindahan transmigrasi; 2 Y pEATCH G kel v
. melakukan scleksi dan lati .
. melakukan pcrnhnmngkuml:: MUNat ehlon'trinstigran;
daerah nsal ; an pengawalan calon transmi 1
) h asal ke transito Kabupaten, Provinsi dan ) Eaes gan
j. menyiapkan bahan fasiitas; pemsberian hibah dan bantumr: cos
kepada Badan/Lembaga, Ormas, kel n hiah dan bantuen sosial
. kelompok masyarakat dan individu




atau keluarga; dan

k. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring
hibahdan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, Ormas,
masyarakat dan individu atau keluarga.

dan evaluasi pelaksanaan
kelompok

| Pasal 12

/ (1] Subbagian Kescjahteraan Masyarakat mempunyai (Upas melaksanakan
penyusunan program dan mengkoordinasikan dalam pelnksanaan kegiatan
bidang Kesejahteraan Masyarakat.

{2) Untuk melaksanakan tugas schagaimana
i uraian tugas

dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Kescjahteraan Masyarakat mempuryas Ure sehagail berikut b -
a. menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebiyjakan
pemerintah dacrah di bid dan olahraga, dan bidang

pariwisata;

ang kepemudaan

koordinasian laksanaan kebijakan
i bid . an olahraga, dan

. pemerintah daerah di bidang kepemudaan d

bidang pariwisata; _

c. menyiapkan bﬂha'n monitoring, evaluasi dan pelaporan pclal;sianaan

kebijakan pemerintah daerah i bidang kepemudaan dan ola raga,
dan bidan pariwisata; dan

- n administrasi penyclenggaraan urusan

d. menyiapkan bahan pelayana Ral
pemnrin[ahanhidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan

kemasyarakatan lainnya.

Paragraf 4

Bagian Hukum

Pasal 13 )

(1) Bagian Hulkum mempunyai  tugas pokok melaksanakan penyiapan

[ perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengkoordinasian pelaksanaan  tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantaunn dan evaluasi di bidang perundang-undangan,

bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. .
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian

Hukum mempunyai fungsi schagai berikut :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-

undangan, bantuan hukum scria dokumentasi dan informasi;

. b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah
di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan informasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dolcumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) E:rslw; ﬂ?&mﬂ:ﬁ;ﬁg E::h o Ktp;:; Bagian yang berada di bawah

C B pa sisten crintahan dan Kescjahteraan

(4) Bagian Hukum, membawahi :

a. Subbagian Perundang-undangan;
b. Subbagian Bantuan Hukum;
) ;I E‘?ubbagie_m I};kumentasi dan Informasi.
asing-masing Subbagian : e
oleh scorang Kepala glul;.b:;;ﬂnga;;n"a; Lin&:kg?dbapﬂda ayat (4) dipimpin
jawab kepada Kepala Bagian Hukum. i bawah dan bertanggung

c.



Pasal 14
(1) Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi perumusan dan pembentukan produk hukum daerah serta
evaluasi kebijakan daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Perundang-undangan mempunyal uraian Wgas webagal berilaut
a. menviapkan bahan penyusunan produk hukum dacrah;
b. melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum dacruh;
c. menyispkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam  proses
penetapan Peraturan Dacrah;
d. menyiapkan bahan analisa dan kajinn produk hukum daerah;
e. melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
{. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi
produk hukum dacrah; dan
g. mclaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan produk hukum
daecrah.

Pasal 15

(1) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai [Ugas menyiapkan  bahan
pertimbangan dan bantuan hukum kepacda semua unsur pemerintah dacrah,
penyUsunan rencana pemasyarakatan dan pelaksanaan program aksi hak asasi
manusin serta penylapan  bahan pembinaan PPNS dacrah dalam ranghka
pencgakan hukaum d khabupaten Lebong,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Bantuan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan dacrah;

b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan
pertimbangan hukum  serta perlindungan hukum bagi  unsur
pemerintah daerah  dalam sengketa hukum baik di dalam maupun
di luar pengadilan;

c. melaksanakan koordinasi dan fasili tasi kerjasama dalam penanganan
perkara hukum;

4. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan peslindungan
Hak Asasi Manusia (HAM);

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion); dan

{ melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan
perkara sengketa hukum.

Pasal 16
(1) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pendokumentasian  dan mempublikasikan/ menginformasikan  peraturan
perundang-undangan  seria penyuluhan  dan  melaksanakan  urusan
ketatausahaan
2y Uptak melakeanakan tugas sebagaimnana  dirnakewd  pada ayst (L),
Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyal uraian tugas sebagai
berikut :
a. melaksanakan inventarsasi dan dokumentasi produk hukum
2 daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan
dalam rangka pembentukan kebijakan daerah; B
c. hm:}l;krnakan pengelolaan  jaringan dokumentasi dan informasi
d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
c. rdn:é::hsﬂn;:nn sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi produk h.ukum
upun  peraturan perundang-undangan lainnya;, dan

melaksanakan evaluasi dan
nformasi, produlc hukUmdngm‘::_lnpamn terhadap dokumentasi dan




Paragmaf 6
Asisten Perekenomian dan Pembangunan

Pasal 17
Asisten Perekenomian dan Pembangunan mempunyai UEas pokok rner.nballuu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dz?crah dan pcngn-nrdmalsmn
penyusunan kebijakan daerah di b;danghpcrckuzum%an dan sumber daya alam,
administrasi pembangunan, pengadaan barang an jasa. o
(1} Asisten PT:rtkcnnmi:m dan Pembangunan melnl_-tsmnakan Rﬂﬂl'fffﬂdﬂﬁi_‘ dengan

Dinas Daerah dan Badan Daerah serta Lembaga lainnya yang terdint dar.

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; _ .

b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penatlaan Ruang dan Perhubungan;

d. Dinas Pertanian dan Periknnan;

e. Dinas Ketahanan Pangan;

{ Dinas Lingkungan Hidup;

g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Menengah.
(2) Untuk mmgyclcnggarakan tugas scbagaimana dimaksud _padﬂ r_l;,'nl (1) dan
(2}, Asisten Perekenomian dan Pembangunan mempunyai fungsi: )
a. pengkoordinasian  penyusunan kebijakan Ffacra_h di bidang
perekonomian  dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
neadaan barang/jasa; -
b.[;:ccng‘lamurdinasiang Jpc'laksanau.n tugas Perangkat Daerah di bidang
perckonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa;

¢. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan  kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perckanomian dan sumber daya alam, dan administrasi
pembangunan; dan

I pc]a]-:s.aaan. fungst 1ain yang diberikan oleh sekretans daerah di bidang
perckonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan
pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Asisten Perekenomian dan Pembangunan, membawahi:
a. Bagian Perckonomian dan Sumber Daya Alam;
b. Bagian Administrasi Pembangunan;

) :{ l?rﬂgian Pengadaan Barang dan Jasa.

asing-mnasing Bagian sebagaimana dimak Y
masing dipimpin oleh seorang Kepala mﬁanﬁﬁﬁngabd:m:ia; {‘;{; masing-
bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Perekonomian d i bawah dan
Sckretariat Dacrah Kabupat lan dan Pembangunan
paten Lebong.

Koperasi, Usaha Kecil, dan

Paragraf 7

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Bagian Perckonomian d Fisal LS
perumusan kebijaka ém Sumber Daya Alam Meclaksanakan pengoordinasi
Daerah, peman r:]a unn da‘?mh* pengkoordinasian pelaksanaan tu E Pclﬂasmn
pthin‘ﬂan EUMDd; an evaluasi pelaksanaan kebijakan da E.,ﬂf ‘ml}g]-cat
(1) Untuk mf]ﬂksangklzl:'?) perekonomian, dan sumber dava i:]nrn di bidang

. ugas sebagaima : i

?Tiz;?ammn mbr;r]r;g;myaj fungsi seba g];?b'i’;l‘;‘;l:ﬂud pada ayat (1), Bagian
pan pengkoordinasian perumusan kebij 4
akan erah

di bidang pembin
daya alam, aan BUMD dan BLUD, perckonomian, dan sumbe
! r



(2)

(3

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

T .
penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas

Daerah  di bidan : Perangkat
sumber daya alamg; pembinaan BUMD dan BLUD, perekenomian,dan

E?:l}‘:;]m? tm_.'ﬂ“ Pcmﬂnlfiuan dfm evaluasi pelaksanaan kebijakan

Acra erkail pencapaian  tujuan kebijnkan, dampak yang tidak

dinginkan, dan  faktor i as j

Kebitak d _ yang, mempengaruhi  pencapaian  twjuan
sjakan di bidang pembinnan BUMD dan BLUD, perckonomian, dan

sumber daya alam; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perckonomian dan
if'cmhnngunan yang berkaitan dengan tugasnya. .

Bagian Perckonomian dipimpin olch scorang Kepala Bagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada  Asisten Perckenomian

Pembangunan.

Bagian Perckonomian, membawahi :

a. Subbagian Pembinaan dan BUMD dan BLUD

b. Subbagian Perckonomian;

c. Subbagian Bagian Sumber Daya Alam. L.

Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Perckonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 19
Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas mc{a]-:?aqakan
dan mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang
Pembinaan BUMD dan BLUD.
Untuk melaksanakan UEAas sebagaimana dimaksud pada ayal {1]:
Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai uraian tugas sebagal
berikut : .
a. Menyiapkan bahan perumusan penetapan  kebijakan teknis
pengelolann Badan Usaha Milik Dacrah dan Badan Layanan Umum
Daerah;
b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolann Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
e. melakukan analiea perkembangan dan pencapaian kinerja Badan
Usaha Milik Daerah dan dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah.

Paszal 20

Subbagian Perckonomian mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinnsikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang bina
perekonomian dacrah.
Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Bina Perckonomian Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyusun bahan dan data seria analiza pengembangan parivisata,

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan;
b. menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata

koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan; '
c. melaksanakan _Im-urdinﬂsi dengan instansi terkait terhadap

pelaksanaan kegiatan pengembangan parnwisata, koperasi, UMKM
perindustrian, dan perdagangan; '
menyusun bahan penyusunan petunjuk pelak

: pelaksanaan dan pedoman

umum pengembangan pariwisata, ko i : : s
e perasi, UMKM, perindustrian, dan
melaksanakan pemantauan luasi

pariwisata, koperasi, UMK o irrpe da:n pelaporan pengembangan

ila, koperass, M, perindustrian, dan perd .
f. memfasilitasi dan pembinaan di hidané pcngP:mb:F.ﬂngaﬂ,dan
. ; : n wi

koperasi,UMKM, perindustrian, dan perdagangan. gan panwisata,



1) Subbagi .
(1) agian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi di bidang
sumber daya alam,

(2) Untuk meclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai uralan tuga

s scbagai berikut ©

a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, €ncrgl

sumber daya mineral dan lingkungan hidup; _

menyusun bahan perumusan kebijakan  di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya

alam dan lingkungan hidup; .

c. mtlakmnﬂks:u imrdinnﬁi dengan  instansi terkait  terhadap
pelaksanaan kegiatan pertanian, perkebunan. kcmhunuttlr_:d pe!ngnn.
peternakan, perikanan, sumber dayn alam dan lingkungan hi ;ﬂigﬂm““

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan domes
wmam  kegalan pertanian, perkebunan, _'.-.-:mhxmm; 3 P . gan,
peternakan, perikanan, sumber daya alam :_ian lingkungan ld?Fl'::‘dang

e. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi seria pelaporan :1 L; o
pertanian, perkebunan, kge;cmhanai_gangnn, peternakan, Pe '

-q alam dan lingkungan hidup: )

f. ?:llcmn"l.t}:;i?i?;sia dan pembinaan  di bidang pertamian, pcrkc‘t;;man.
dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, dan lingkungan

idup; dan )

E. ‘:ncmF;asintusi kegiatan di hidnng pertanian, perkebur::;g, dan
ketahanan pangan,pcu:rnakan, pcnkanan,dan]mgkungan idup.

Paragmi B
Bagian Administrasi Pembangunan
Pasal 22

(1) Bagan Administrasi Pembangunan mempunyai ugas .mclakssnakﬂl?
penylapan pengkoordinasian perumusan kebijakan aEl:;l :
pcngkmrdinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan datm!] di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dﬂn_p-clﬂpﬂmn.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana clm:mksm:l Pada_ ayat

Adrministrasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai ben.kur. < 1

a. penyiapan bahan ptngl-murdinaa‘.ﬂn perumusan kebijakan dacn?h di
Prdang penyusunan program, pengendalian program dan cvaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan t
dibidang penyusunan program, pengendalian pro
pelaporan;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan  kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian  tujuan

kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perckonomian dan
Pembangunan yang berkanan dengan tugasnya
(3) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh secorang Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Bidang
Perckenomian dan Pembangunan,
(4) Bagian Administrasi Pembangunan, membawnhi :
a. Subbagian Penyusunan Program;
b. Subbagian Pengendalian Program;
¢. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan,

(1). Bagian

ugas Perangkat Daerah
gram dan evaluasi dan

d.



.'-I"I‘

{5} Masing-masing S

Pasal 23

Program mempunyai tugas mengumpulkan,

;ig%‘::h-ﬂﬂfzcénﬂ.iaun, menganalisis dan mengoordinasikan program

APEN df"‘ aerah yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi,

n sumber lainnya yang sah.

Untuk _melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas scbagai berikut :

8. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan
program pembangunan daerah;

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersinpkan program

pembangunan dacrah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
penyusunan program pembangunan dacrah; i

d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan
sinergitas program pembangunan daerah;

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
program pembangunan daerah;

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pembangunan dacrah;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurang resiko dan kerugian pihak
lain dalam rangka kelancaran program pembangunan dacrah; dan

h. melakukan  monitoring,  cvaluasi dan  pelaporan program
pembangunan daerah.

‘.11 Sthﬂgiﬂn P‘gnwEman

(2)

Pasal 24
(1) Subbagian Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui  kegiatan
inventarisasi permasalahan dan monitoring terhadap semua kegiatan
pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN
dan sumber lainnya yang sah.
(2) Untk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian

Pengendalian Pembangunan mempunyai uraian tugas scbagai beriknat :

a. menyusun rencana kegiatan pengendabian program pembangunan,

b. menyusun bahan kebijakan pengendalian  pembangunan  yang
diselenggarnkan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sesuai dengan program pembangunan dacrah;

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk  pelaksanaan
Ecamh:;lngunnn dalam rangka pengendalian program pembangunan

erah;

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan

program pembangunan  baik oleh pemerintah maupun swasta:
- mengendalikan  sinergilas program pembangunan baik oleh l;:mbaga
pemenniah maupun swasta; dan

[. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam ra :
ngka pe
pelaksanaan  program pembangunan. ngendalian

Pazal 25
(1) Subbagian Evaluasi dan

Pelaporan  mempunyai sanakan

Bub ‘ yai tugas melak

kﬁi;t;nn Spcghamu“' pulan data, penyiapan bahan, dan pembinaan tekni
ubbagian Evaluasi dan Pelaporan. s

Eveluasi dan Pelaporar swecnpueat v dimaksud pada ayat (1), Subbagian
] bﬂﬂﬂ berilaut :



a. Menyusun rencana monitorin
E dan laporan
pembangunan daerah; pelapa hiRERs

b. melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan dacrah;

C. mcnyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
dacrah;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjut hasil temuan
monitoring dan evaluasi program pcmbangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelak
pembangunan dacrah; dan ]

g. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan scbagai bahan perumusar
kebijakan program pembangunan dacrah.

Paragmi 9
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 26
; tugas pokok

1 Barang d _Dox

- E:i?lainsun:;gia :::E:;riapan p-cfumusnn kebijakan :.ia:rah. ptﬂgkmfd‘“fj‘a“

rumusan kebijakan dacrah, pengkoordinasian pelaksanaan b_dE‘—ﬁ
Perangkat Dacrah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di ldang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara elektronik, pembinaan dan advokas: Pcngadaan barang dan )asa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di n]aksud Pada_ ayat (1) Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi sebagai t:_n:nkut :

a. penyiapan bahan petrumusan kebijakan daerah dy bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan harang dan jasa; )

b. penyiapan bahan pengkoardinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barang dan jasa;

¢. penylapan bahan
Daerah di bidang pengelolaan pengad
layanan pengadaan secara elektronik,

pengadaan barang dan jasa;
penyiapan bahan pemantauan dan cvaluasi pelakeanaan kebijakan

daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan
pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
0 e Pembangunan  yang berkaitan dengan tugasnya.
gian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh secran i
. g Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung j i
Perckenomian dan Pembangunan. e lawab apadaAsiston
(2} Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :
z. guib:::g}an Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa:
. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E aktron
c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadann Barecs or +
(3) Masing-masing Subbagian sebagpai ' arang dan Jasa,
leh gaimana dimaksud pada ayat P
olch seorang Kepala Subbagian yang berada di yat (4) dipimpin
jawab kepada Kepala Bagian Penpad | bawah dan bertanggung
g1an Fengadaan Barang dan Jasa.

pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
aan barang dan jasa, pengelolaan
pembinaan dan advokasi

e.



—

/

(1) Subbagian Pengelolaan Penga

mengkoordinasikan perumusa
jasa.

2) gz'ik ~melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
agian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai uraian
tugas secbagai berikut :
a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

daan" Barang dan Jasa mempunyai tugas
n kebijakan di bidang pengadaan barang dan

e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; X

f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal/scktoral;

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang
{jasa pemerintaly, dan "

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah,

Pasal 28

(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Sccara Elcktronik mempunyal

tugas mengoordinasikan perumusan  kebijakan di bidang layananan
ngadaan sistem elektronik. .

(2) E}lﬁk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat [}], S}Jbbnglan

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyal uruan ugas

sebagai berilout :

a. melaksanakan pengelolaan seluruh system  informasi pengadaan
barang/jasa [termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
clektronik) dan infrastrukturnya;

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik;

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengeuna
seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa,

d. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

e. melaksanakan pengembangan sistern informasi vang dibutuhkan oleh
UKFPBJ;

f. melaksanakan  pelayanan  informasi  pengadaan  barang/jasa
pemerintah kepada masyarakat luas;

g. mengelola informasi kontrak; dan

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

‘ Pasal 29
(1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan di b
pembinaan barang dan jasa. ! di bidang

(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pen
i . L adaan Baran an
mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 8 e d J

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa

pemerintah, terutama
personel UKPB.; para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan

b. melaksanakan i
pengelolaan  ma
hBrE:'Ig,Fj : najemen pengetahuan pPengadaan

c. melaksanakan pembinaan hubungan

kepentingan; dengan  para
d. melaksanakan s

I : pengelolaan dan Pengukuran tingkat

(1),

asa

kﬂmatangan



melaksanakan analisis beban ke
melaksanakan pengelol
melaksanakan pengem
- memfasilitasi  implem
clektronik;
melaksanakan pengelolaan
Barang / Jasa Pemerintahan:

rja UKPRJ;
aan personil UKPRL):

hnngt_m sistern insentif personel UKPRB.J;
entasi slandarisasi layanan pengadaan secara

= R

-
H

dan pengubouran kineria pengadaan

melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi

proscs pengadaan barang/jasa pemerintah dil ingkungan pemerintah

provinsi, kabupaten/kota, dan desa;

k. melaksanakan bimbingan tcknis, pendampingan, dan/fatau
konsultasi  penggunaan  seluruh  sistem  informasi  pengadaan

barang/jasa pemerintah, antara  lain  SIRUP, SPSE, e-katalog,

c-monev, SlKaP; dan

I. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi

Paragra{ 10
Asisten Administrnsi Umum
Pasal 30 _

(1] Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sckretans Dac;ah
dalam peclaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan 'dat:rah an
pengoordinasian  penyusunan  kebijakan daerah di bidang umum,
orpanisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

(2) Asisten Administrasi Umum mr!aksnn;ll-:f'm koordinasi . Elcng?rl Dinas
Daerah dan Badan Dacrah serta Lembaga lainnya yang terdiri dari :

Inspektorat;

Badan Keuangan Dacrah; .

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian; dan

Sekretariat KORFRL

(3) Untuk menyelenpgarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi: o

a. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan;

b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

¢. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah di bidang
OTgATISAst,

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada
instansi daerah; dan

g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dacrah di

bidang umum, erganisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya.

maonc®

(4) Asisten Administrasi Umum, membawahi;
a. Bagian Umum;
b. Bagian Organisasi; dan
c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,.

(5) B_aglanl-bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masin
g;;:tmpm oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dnﬁ
Kah:‘;ﬁl;ﬂ ab'a;':;‘k:pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah



Paragraf 11
Bagian Umunom
Pasal 31

/) Bagian Umum __mcmpun}rai tugas pokok melaksanakan penyiapan
; pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan.
(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian
Umum mempunyai fungsi sebagai berikut
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, kecuangan, rumah tangga
dan periengkapan; e
b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah
tangga dan perlengkapan; dan .. .
c. pelaksanon fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum yang berkaitan dengan tugasnya. _ ) "
{3) Bagian Umum dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang berada di bawa
dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
(4) Bagian Umum, membawahi : ) )
a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;
¢. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. O
(5) Masing-masing Subbagian scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin
oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan hertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Va

Pasal 32 )
(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Stal Ahli dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan surat-menyurat dan tata
kelola kearsipan serta perjalanan dinas pimpinan di Lingkungan Sckretanat

Daerah Kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyal
uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kepiatan tata usaha umum, persuratan, kepepgawaian Sekretaris
Daerah, Asisten Sekretaris Dacrah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi ci bidang
pengelolaan administrasi perkantorann yang meliputi kegiatan tata
usaha umum, persuratan, kepegawaian Sckretaris Daerah, Asisten
Sckretaris Daerah, Stal Ahli, dan rapat-rapat dinas; dan

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan.

Pasal 33
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan
dan belanja bagian umum dan keuangan, konsolidasi anggaran pendapatan
dan belanja bagian Umum dan keuangan, konsolidasi anggaran
l:_n:ndapatan dan serta laporan pertanggungjawabannya disctiap bagian
lingkup Sekretariat Dacrah, serta menangani administrasi keuangan
kegiatan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sek o
Daerah, Asisten dan Staf Ahli. PRt

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimak

' sud

Subbagian Keuangan rne_mpunyaj uraian tugas sebagai I:.u'_-riIﬁ:ﬁfﬁjl Ss s
a. gmrcncanakan klcgmtan pengelolaan anggaran, knuanga.n

r:“ perianggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretan :
enyusun dan melaksanakan kebij s AT

! akan anggaran aharaan
dan pertanggungjawaban di lingkungan Sckrcgtiriat Elar:;;h;nd

(2)

b.



(1)

(2)

(1)

(2)

c. melaksanakan ek,
;:.erbcndnhnmnn. t
d hckrﬂnﬁmdurmh'
. m :
S:I-:E::I_'(I:lu:?r:llkllll:nnnll?;ﬂﬂs penatausahaan  keunngan  di - lingkungan
€. melakwanukog pengelolaan  perbendataraan, - anggacun - das
pertanggungjawaban -
(. melaksannkan pembinann dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran
dan pertanggungjawaban di fingkungan Sckretarint daerabh;
melaksanakan  sitem pengendalinn intern; dan
melakukan  evaluasi dan  pelaporan  [ungsi
anggaran dan  pertanggungjawaba di lingkungan Sck

1S pengelolann administrasi keunngan,
wmggarnn dan pcnllnpjtllﬂ.ﬁ.i“""'"h"" di lingkungan

perbendaharaan,
retariat daerah.

=S

Pasal 34 .
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyni LUgas mc“.‘g"“[‘"‘t""
dan melaksanakan kegiatan rumnh tangga, pengclolann, pemeliharaan
pedung dan peralatan, kebersihan di lingkungan sckretarint danerah dan
rumah jabatan, serta pengelolaan kendaraan dinas pimpinan.
Untuk melaksanakan tupas scbagaimana dimaksud p:ﬂdﬂ ayat (1)
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyal uraian tugas
sebapani berikut )
n. melaksanakan urusan rumah tangga Kcpala Dacrah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sckrelarial daerah,
b. melaksanakan penyediaan akomodasi,
minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu
Daerah dan rapat-rapat;
c. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan
serta  menjaga kebersihan  kantor di lingkup

jamuan, makanan dan
Pemerintah

pmsamn;l
Sekretariatl daerah;

d. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Dacrah serla Sekretarniat dacrah;

e. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian
dan pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Dacrah dan Wakil serta
Sekretariat dacrah serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendarnan;

. melaksanakan pemcliharaan  sarana dan  prasarana, menjaga
kebersihan dan pemeliharaan Rurmnah  Dinas Kepala Daerah
dan Wnkil serta Rumah Dinas Sckretariat daerah;

g. dan melaksanakan penylapan sarana dan  prasarana  untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah serta

Sekretanat daerah.

Paragraf 12
Bagian Organisasi
Pasal 35
Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan  kebijakan
dacrah, pengkoordinasian pelaksanaan  tugas  Perangkat Daerah
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidﬂné
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan
kinerja dan reformasi birokrasi.. '
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksu :
Organisasi mempunyai fungsi Bc‘rE:;:ni berikut : "L pada ayat t, Sagian
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dacrah di
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik d
Ink:mlnn serta kinerja dan reformasi birokrasi: 4
b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah

di bidang  kelembagaan dan  analisis i
dan tata lnksana serta kinerja dan rdm::: Sjiabl;amn. :;t:la}’anun publik
L]

hidang
an tata



ke

(3)
(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

. nyi . ;
© E‘:le?:ﬁi b?ﬂha“ Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

dan isi
Publik dan To g ]":Elcmbagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan

d i ta Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi:

© PeNYlapan  bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah dj bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
P?-layanan publik dan tata lakeana serta kinerja dan reformasi
blmk_'rasi; dﬂ.'n.

e.

Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
_Umum yang berkaitan dengan tugasnya. _
Bagian Organisasi dipimpin oleh scorang Kepala Bagian yang berada di
bau-:-a\h dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

Bagian Organisasi, membawahi :

a. Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan

€. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. o
Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dipimpin
oleh scorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

Pasal 36 ]
Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyal tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan dacrah
bidang kelembagaan dan Analis Jabatan, menyiapkan rencana dan program
kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, scria cvaluasi dan
pelaporan bidang penataan kelembagaan perangkat daerah dan Analisis
Jabatan.
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyal uravan Yagas
sebagai berikut :
a. menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK]);
b. menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan lungsi jabatan
organisasi Perangkat Dacrah,
¢. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit
pelaksana teknis dacrah;
d. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
e. menyusun analisis jabatan, analisis beban kenja, dan evaluasi
jabatan;
(. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi
Perangkat Dacrah; dan
g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

Pasal 37
Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mecmpunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang
Pelayanan Publik dan Tata Laksana, menyiapkan rencana dan program

kerja, pcla!manaan dan peclayanan administrasi serta evaluasi dan
pelaporan bidang Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
_ : pada ayat (1)
Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana i i '
sebagal berikul : Trhplnyalvralan tugag
a. menyusun pedoman tata naskah dinas,

kerja, metode kerja, prosedur pakaian dinas, jam

: ; kerja, dan pola hubun ja:
b. Ecctr;yt;]a:kkan bahan pembinaan serta bimbingan tcicru'g:n ]:;?UEI;:,M
= sanaan dan‘pcls_t_vanan publik bagi unit kerja,"nrgan'an i
ranghkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah: sasi
¢. melaksanakan sosialisasi dap fasilitasi ;

Pelayanan Publik - Penyusunan  Standar




L

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

5}

(1

3

;';Tﬂhlmpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
e B disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;

f mcl"}’lﬂpkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik; dan
: ¢laksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik'

. . Pasal 38
:E:'?gmn Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyiapkan
perumusan  kebijakan umum pemerintah daerah bidang
Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, menyiapkan rencana dan
program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi serta evaluasi dan
pelaporan bidang Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Pengembangan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai
uralan tugas sebagai berikut :
a. menyusun bahan  kebijakan  teknis Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi;
b. menyusun  bahan Laporan  Kinesja Instansi Pemersintah (UKILP)
Kabupalen;
c. menyusun road map reformasi birokrasi;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP); dan
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Paragraf 13
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pasal 39
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai  fugas
melaksanakan penyiapan pelaksanaan  kebijakan, pengkoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan,
dan dokumentasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi scbagai benkut :
a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dekumentasi;
b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, kemunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluast pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan lugasnya.
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh scorang Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Administrasi Umum.
Bagian Keprotokolan, membawahi :
a. Subbagian Protokol;
b. Subbagian Kemunikasi Pimpinan; dan
c. Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat {4) dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertangpung
jawab kepada Kepala Bagian Pratokol dan Kemunikasi Pimpinan.

Pasal 40
Subbaginon Protokel mempunyai tugas melakukan wurusan pelayanan
kepada pimpinan kcpala dacrah dan wakil kepala daerah dalam
menjalankan tugas schari-hari di sctiap acara kegiatan.

Uniuk melaksanskan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
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subbagian Protokol mempunyai uraian ty o

a. mclukfmnukan tata protokoler dgtﬂgnasr:_lbafﬂi berikut ;
pemenntah dacrah; BXa penyambutan tamu

b. menyiapkan bahan koordinasi

¢. menyiapkan bahan informas; /atau fasilitasi keprotokolan;

Decrah dan Wakil Kepala Daeraty: - 0 J2dwal kegiatan Kepala
- menginformasikan j '

adwal dan kegiatan Pemeri
¢. melaksanakan koordinasi gatan anntah Daerah; dan
Wakil Kepala Daerah. nasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan

Subbags . L Pasal 41

gan hn!'numkasl Pimpinan mempunyai tugas mempersiapkan
kf:p:rluan kegiatan Repala Dacrah dalam rangka keperluan perjalanan
dinas, pendokumentasian kegiatan

pimpinan/kepala daerah seria
membantu penyelenggaraan pameran promosi pembangunan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai uraian tugas sebagal
benkut :

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan
fungsi juru bicara pimpinan daerah; ]
memben masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampalan
informasi tertentu;

b.

. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait
sesuai  dengan kebutuhan dan/atau atas arahan pimpimnan;

menghimpun dan mengolah informasi yang vang bersifat penting dan

mendesak sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah;

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat;

menyiapkan dan menggandakan bahan maten kebijakan; dan

g. menyusun naskah sambutan dan pidato  Kepala Dacrah dan
wakil Kepala Dacrah.

b

Pasal 42
Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas menyiapkan bahan
pers release, membenkan keterangan pers, penyclenggaraan media
informasi, penerbitan media cetak dan daerah.

Untuk melaksanakan tugas schagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Dolkumentasi Pimpinan mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;
b. menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

dan
c. memlasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Dacrah.

Pammgmi 14
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 43

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian
kegiatan Sekretariat Dacrah secara prolesional sesuai dengan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala unit kerja masing-masing.

Pasal 44
mkaMM Funpuml gma dimaksud pada Pasal 53 terdiri atas
scjumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagpi
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan,
Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada avat (1), dipimpi
seorang tenaga fungsionel senior yang ditunjuk diantar&t thagﬁI?:al:::m:::ﬂh
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"llnﬁ:,?nf di lingkungan unit kerja masing-masing.
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan

n : S
tnil;"ﬁl'rkqn sifat, jenis, kebutuhan dan beban kepa.
an jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1}, sesuani dengan

e
Mturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I11
TATA KERJA
Dala Pasal 45 2
m  melaksanakan  tugasnyn, Kepaly Unit Kena menerapkan  pnnsp
ing-mosing

dalam lingkungnn masing
Pemerintah Daemh Kabupaten
h Daerah Kabupaten Lebong

E::?hmmi' integmsd dan sinkronisasi baik

Let pun antar satuan onganisasi di Lingkungan
ang serta dengan Instansi lain di luar Pemerintn

Sesual dengan s Masing-masing.

Seliap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Dacrah wajib

mengawnsi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan sesuai dengan Peraturan

T:t‘l':um‘lm_ig-um‘lung;m yvang berlaku.
Setinp pimpinan unit onansiasi di Lingkungan Sekretariat Daernh  harus

mencrapkan sistem  pengendalian intern pemerintah di lingkungan rrms:ing—
nanva mekanisme akuntabilitas publik

masing untuk mewujudkan terlaksanan
melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinefja yang
lennieyis.

Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasarn.
Setiap pimpinan  satuan organisasi di Lingkungan Sekretarinat Daerah

bertangeung jawab kepada atasan dan menyvampaikan laporan sccara
berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
di Lingkungan Sckretanat Daerah wajib

Setinp pimpinan saan ongnisasi

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bermngeungawnb kepada atasannya
masing-masing scria memberikan laporn tepat pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
lebih lanjut serta untuk memberni petunjuk kepada bawahan,

Setiap atasan satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah wajib

melaksanakan pengawasan melekat.

. Pasal 46
Kepala Unit Keda wajib memaumpaikan laporan yang akurat tentang
pelaksanaan tugasnya sconrm teratur, jelas serta tepat waktu atau sewnktu-
waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melatui Sckretaris Dacrah
Fengnturan menagenai jenis laporan dan cara penyampaiann 1 berped
kepada pernturan perundang-undangan yang hcrlnm_fm = oman

hal B da b

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhala .
melakukan tugas-tugas Bupati sesuai d mgﬂﬂ“ﬂ::ﬁﬂckrctuna Daerah
undangan yang berlaku. turan perundang-
Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas- .

dalam koordinasi scorang Asisten }““Eg:ir:lnjuksn:::ﬁ para Asisten berada
Dalam hal Asisten Sckretarint Dacrah berhala upatl.

Bagian berada dalam koordinasi seorung Kepala Bﬂ“g:m. tugas-tugas para
Seckretaris Daemah glan yang ditunjuk oleh

BABYV
KEPEGAWAIAN
Pasal 48
P fungsional art ok s, Julam dan dari jabata
J B3 itetapkan sesuai ketentuan Ptmndan: :l‘.t:l.lklum] i
-undangan.



BAB V1
KETENTUAN PENUTUP
Padn Pasal 49
bon aat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lc'l:-nng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kaby & Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dacrah
pPaten Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pcrulum o i Pasal 50 . .

Girse n Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

d g mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupatl ini
engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Desember 2019

F&5)

ZA-BUPATI mnugﬁf'
7/

%. H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei

pada tangga]\%cscmbcr 2019
SEKRETARIS D KABUPATEN LEBONG,

sy

H.MUST
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